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ABSTRAK 
 
 
 NURFADILLAH (B111 13 501), Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus 
Putusan No. 75/Pid/Sus-Anak/2016/PN.Mks). Dibawah ini bimbingan 
Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing I dan Amir Ilyas selaku 
pembimbing II. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hukum 
Pidana Materiil terhadap penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam 
Perkara No.75/Pid.Sus-Anak/2016/PN/Mks dan untuk mengetahui 
pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi 
terhadap pelaku. 
 
 Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan 
menggunakan metode data primer dan sekunder. Data primer diperoleh 
secara langsung atau dengan teknik tanya jawab (wawancara) langsung 
dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan teknik pengumpulan 
data sekunder dilakukan dengan cara membaca dokumen atau peraturan 
serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan materi yang akan 
dikemukakan dalam skripsi. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya 
data tersebut diolah dan di analisa secara kualitatif dan selanjutnya di 
sajikan secara deskriptif. 
 
Penelitian menunjukkan bahwa: 1). Penerapan hukum pidana materiil oleh 
hakim pada perkara Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks telah tepat 
dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan 
dengan dinyatakannya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 2). Dasar 
pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika dalam Putusan No. 75/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Mks berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti 
keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diperoleh 
dipersidangan maka menurut Penulis, Majelis Hakim kurang tepat dalam 
menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, dimana dalam UU SPPA 
pidana penjara merupakan upaya terakhir dalam proses hukum. 
Seharusnya terdakwa dijatuhi pidana dengan syarat, dengan ketentuan 
pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali terdakwa melanggar syarat 
umum dan syarat khusus yang telah ditetapkan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana 
tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Bahwa 
segala sesuatu didasarkan pada hukum sebagai peraturan yang 
bersifat mengikat dan memaksa. Republik indonesia adalah negara 
hukum yang demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, 
tidak ada pemusatan kekuasaan pada golongan tertentu tetapi 
cenderung pada kedaulatan rakyat.                                                                  
Sebagai negara hukum sudah jelas dalam penyelenggaraan 
aktivitasnya baik mengenai kehidupan bernegara maupun 
bermasyarakat selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. 
Negara indonesia adalah negara yang sedang berkembang. 
Sebagaimana negara-negara yang sedang berkemabang, indonesia 
banyak menerima pengaruh yang berasal dari negara disekitarnya, 
baik itu pengaruh yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif  
Konsekuensi dari sebuah negara hukum yaitu segala perbuatan 
dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan 
sejalan dengan nilai-nilai hukum yang berlaku dinegara tersebut. 
Negara hukum Republik Indonesia pada prinsipnya mampu 
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menegakkan nilai-nilai hukum alam kehidupan bermasyarakat melalui 
alat-alat kelengkapan negara khususnya aparat penegak hukum baik 
itu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Aparat penegak hukum 
yang diharapkan menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum 
harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dalam arti 
semua tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana wajib untuk 
diproses tanpa pandang bulu siapa pelaku dari kejahatan tersebut. 
Sehingga apapun permasalahan dan persoalan yang timbul dalam 
kehidupan sehari-hari dalam masyarakat harus diselesaikan menurut 
hukum yang berlaku dan semua orang memiliki kedudukan yang sama 
dalam hukum, sehingga siapa pun yang melanggar harus dikenakan 
sanski sesuai dengan ketentuan  hukum yang berlaku, hal ini sejalan 
dengan asas semua orang adalah sama kedudukannya dalam hukum 
dan pemerintahannya (equality before the law). 
Dalam  landasan tersebut diatas maka semua warga negara 
indonesia yang melakukan pelanggaran atau kejahatan terhadap 
ketertiban umum harus tunduk pada aturan yang berlaku, bagi 
masyarakat indonesia hukum pidana yang mengaturnya adalah Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai hukum pidana 
materil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAPidana) sebagai hukum pidana formil untuk mempertahankan 
dan menegakkan hukum pidana materil, sedangkan untuk kalangan 
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Anak sebagai pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban di 
atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang dalam 
penyelesaiannya memiliki mekanisme yang berbeda dari pengadilan 
umum, karena pihak yang terlibat dalam pengadilan anak adalah pihak 
yang terkait dengan perkara tersebut. 
Banyaknya jenis kejahatan yang semakin hari semakin 
berkembang menuntut aparat penegak hukum dapat 
menyelesaikannya sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu 
kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. 
Berdasarkan fenomena yang terjadi sekarang ini sering kali terlihat 
banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Salah satu masalah 
yang serius yang melanda dibanyak negara, termasuk Indonesia 
adalah Penyalahgunaan Narkotika. Hal ini sangat mengkhawatirkan 
karena sekarang ini hampir semua lapisan masyarakat bisa dengan 
mudah dipengaruhi oleh jaringan peredaran narkotika yang dapat 
merugikan bangsa.  
Masalah narkotika adalah masalah nasional dan masalah 
internasioal, karena penyalahgunaannya berdampak negatif terhadap 
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kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Disatu sisi, dapat 
menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila 
dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan 
seksama. Perkembangan penyalahgunaan narkotika dalam 
kenyataannya semakin meningkat, sehingga pemerintah menerbitkan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
Seiring dengan kemajuan ilmu dan tekonologi, semakin banyak 
pengaruh asing yang masuk ke Indonesia. Pengaruh ini dapat masuk 
ke Indonesia melalui berbagai cara, salah satunya karena pesatnya 
kemajuan teknologi dibidang komunikasi yang dapat memberikan 
informasi yang sangat berdampak pada pola pikir dan tingkah laku 
bagi seluruh penduduk Indonesia pada umumnya, khususnya pada 
anak. Setiap hari, melalui media cetak maupun media elektronik, kita 
membaca, mendengar, dan menyaksikan betapa maraknya 
penyalahgunaan narkotika. Tampaknya narkotika telah menjadi idola 
di tanah air Indonesia. Tindak pidana narkotika telah mencapai 
proporsi yang meresahkan. Aparat keamanan negarapun telah lebih 
meningkatkan kegiatannya untuk terus mengadakan berbagai razia 
dan operasi, sebab penyebaran narkotika tidak saja telah merata, 
tetapi benar-benar tidak pandang bulu. Sasaran penyalahgunaan 
narkotika tidak hanya dilakukan oleh kaum remaja dikota besar, tetapi 
telah menyusup ke pelosok-pelosok desa. Peredaran narkotika telah 
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meresahkan, karena pengedar narkotika telah banyak mempengaruhi 
anak dibawah umur. 
Anak pada umumnya memiliki rasa ingin tahu yang besar, 
sehingga informasi-informasi yang diterima dianggap sebagai suatu 
yang baru dan pantas dicoba tanpa mereka sadari apakah sesuatu ini 
mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya.  
Perkembangan zaman disegala bidang membawa pengaruh 
dalam pola kehidupan baik berpengaruh positif maupun negatif. Salah 
satu pengaruh negatif adalah adanya orang tua yang terlalu sibuk 
dengan kepentingan sendiiri tanpa memperhatikan kepentingan anak, 
sehingga kontak pribadi antara orang tua dan anak tidak ada. Pola 
didik orang tua yang sibuk dengan urusannya sendiri menciptakan 
suasana perkembangan kejiwaan yang tidak diinginkan oleh anak, 
sehingga anak cenderung berperilaku salah. 
Peredaran Narkotika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis, 
adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap 
penggunaan narkotika tanpa izin oleh Undang-Undang. Keadaan inilah 
dalam kenyataan empiris, pemakainya sering  disalahgunakan, dan 
tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih jauh dari pada itu, yakni 
dijadikan sebagai obyek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada 
kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda. 
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Kita ketahui narkotika pada saat ini tidak lagi beredar secara 
gelap di kota-kota besar, tetapi sudah merambah ketingkat kecamatan 
dan desa-desa, dan penyalahgunaannya tidak saja mereka-mereka 
yang mempunyai uang, tetapi juga telah merambah dikalangan 
ekonomi menengah ke bawah, begitu juga yang mengkonsumsinya 
bukan remaja, tetapi mulai dari yang tua sampai dengan anak-anak 
usia sekolah. Jadi pada saat ini penyalahgunaan narkotika yang 
menyebar hampir pada semua lapisan dan tingkat sosial masyarakat. 
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah 
banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak 
mendapat putusan hakim disidang pengadilan. Penegakan hukum ini 
diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya 
peredaran perdagangan narkotika, tapi dalam kenyataannya justru 
semakin intensif dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak. 
Penyalahgunaan narkotika adalah bahaya laten yang setiap kali 
diberantas tak lantas habis tetapi akan tumbuh ditempat yang baru 
dengan modus yang berbeda. Kenyataan tindak pidana narkotika 
dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin 
meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban 
yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi 
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pada umumnya.1 Generasi muda menjadi sasaran utama 
berkembangnya bisnis narkotika, karena rasa keinginan untuk 
mencoba dari jiwa-jiwa yang masih muda ini lebih besar dari orang 
dewasa. Pengedar dan bandar narkotika pantas mendapatkan 
hukuman berat pada tindak pidana ini. Namun untuk pengguna 
narkotika terutama anak-anak yang awalnya dibujuk dan ditawari 
secara gratis oleh si pengedar, lantas dijadikan terdakwa dan dijatuhi 
hukuman berupa perampasan kemerdekaan tentu penerapannya 
masih harus dikaji lagi. 
Seorang yang hanya menggunakan narkoba bukan pengedar 
ataupun bandar berada dalam persimpangan peran, sebagai pelaku 
atau sebagai korban. Di Negara seperti Inggris dan Australia, mereka 
menempatkan para pengguna narkoba sebagai korban bukan sebagai 
pelaku, oleh karenanya para pengguna narkoba akan segera 
direhabilitasi dan ditangani oleh para ahli yang dibekali oleh 
kompetensi yang cukup. Lain halnya dengan Indonesia, seorang 
terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika hanya dapat 
memperoleh tindakan hukum berupa rehabilitasi bila telah memenuhi 
persyaratan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 
2009 yaitu :  
                                                          
1  Alinea kedua Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika 
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1. Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan; 
2. pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti satu kali pakai;  
3. Surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkoba 
berdasarkan permintaan penyidik ; 
4. bukan residivis kasus narkoba; 
5. perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater (pemerintah) yang 
ditunjuk oleh hakim; 
6. tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan menangkap menjadi 
pengedar atau produsen gelap narkoba. 
Mengenai masalah kompetensi peradilan anak dalam 
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak tersebut secara 
umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal penyalahgunaan tindak 
pidana narkotika meskipun telah ada peraturan tersebut tetap saja ada 
beberapa anak yang melanggarnya. Di kejadian dan peristiwa 
tersebut, di dapat suatu permasalahan yang layak untuk diteliti dan 
dianalisis oleh penulis. 
Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka 
penulis tertarik untuk mengkaji dan menjadikannya kedalam bentuk 
skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkotika  Oleh Anak   (Putusan No.  75/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Mks)”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan 
diatas, maka masalah penelitian penulis yang dapat dirumuskan 
adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah  penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak berdasarkan putusan 
no. 75/Pid.sus-anak/2016/PN.Mks ? 
2. Bagaimanakah  pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak berdasarkan 
putusan no. 75/Pid.sus-anak/2016/PN.Mks ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil 
terhadap  tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak 
berdasarkan putusan no. 75/Pid.sus-anak/2016/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hukum 
oleh  
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majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika oleh anak berdasarkan putusan no. 
75/Pid.sus-anak/2016/PN.Mks. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun yang menjadi kegunaan penelitian dalam penulisan 
penelitian   ini adalah sebagai berikut : 
1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang 
hukum pada umumnya daln ilmu hukum pada khususnya mengenai 
hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang 
dilakukan oleh anak. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan 
referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umunya dan pada 
khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan 
tentang ilmu hukum. 
3. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 
penegak hukum dalam praktik pengambil kebijakan khususnya 
dalam menangani masalah tindak pidana narkotika 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Tinjauan Yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan 
berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata 
tinjau mendapat akhiran –an yang menjadi tinjauan yang artinya 
perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai 
kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa secara 
sistematis. Sedangkan Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau 
yang diterapkan oleh Undang-Undang. Jadi tinjauan yuridis dapat 
diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data 
atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan obyektif 
terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan Undang-
Undang. 
Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut 
Hukum Pidana, adalah dapat kita samakan dengan mengkaji Hukum 
Pidana Materiil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap 
semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-
tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-
unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat 
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dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana 
yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. 
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda 
yaitu Strafbaarfeit atau delict yang berasal dari Bahasa Latin delictum. 
Sedangkan perkataan “feit” itu sendiri didalam Bahasa Belanda berarti 
“sebagian dari kenyataan” atau “eeb gedeelte van werkrliijkheid” 
sedangkan “strafbaar” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara 
harfiah perkataan “Strafbaar feit” itu dapat diterjemahkan sebagai 
“sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”2 
Van Hamel merumuskan “Strafbaarfeit” itu sebagai suatu serangan 
atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.3 
Menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang 
mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah 
yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada 
peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang 
abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum 
pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat 
                                                          
2 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 
1997, hlm.181 
3 Ibid, hlm. 184 
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ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan 
istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.4 
Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana 
atau perbuatan tindak pidana atau peristiwa pidana dengan istilah :5 
1. Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana; 
2. Strafbare Hendlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang 
digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan 
3. Criminal Acy diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal. 
Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri atas 
tiga kata, yaitu strafbaar feit. Yang masing-masing memiliki arti :6 
a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum; 
b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh; 
c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 
perbuatan. 
Menurut Marpaung, Strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang 
melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak 
sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat 
                                                          
4 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 
Yogyakarta, 2012,  hlm.18 
5 Amir Ilyas, Ibid   
6  ibid 
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dipertanggungjawabkan oleh Undang-Undang telah dinyatakan 
sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.7  
Sementara Jonkers merumuskan bahwa Strafbaarfeit sebagai 
peristiwa pidana yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang 
berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan 
oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.8 
Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang 
diartikan sebagai perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan 
tersebut.9 
Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (strafbaarfeit) 
memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut :10 
a. Suatu perbuatan manusia; 
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang; 
c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
                                                          
7 Laden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh,  Sinar Grafika, 
Jakarta,  2012, hlm.8   
8 Amir Ilyas, Op. Cit. Hlm.20 
9 Ibid. hlm. 25 
10 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 
48  
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Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni 
pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam Buku 
III dan Buku II KUHP, Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada 
kejahatan. 
Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian 
Strafnaarfeit bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan 
oleh pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang 
rasional sesuai sudut pandang pakar masing-masing.  
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana. 
Unsur unsur tindak pidana antara lain : 
1. Ada Perbuatan Yang Mencocoki Rumusan Delik 
Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenal apa yang 
dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap 
suatu hal atau kejadian. Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan 
disebut act, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan 
positif. Sikap seseorang terhadap suatu hal atau kejadian disebut 
omission, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan 
negatif. 
Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik ini yaitu mencocoki 
unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk 
unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya. 
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2. Sifat Melawan Hukum 
Dalam Dogmatik hukum pidana, istilah “sifat melawan hukum” tidak 
selalu berarti sama. Ada empat makna yang berbeda-beda, tetapi 
masing-masing yang dinamakan sama, yaitu sifat melawan hukum. 
Harus selalu ditanyakan dalam hubungan apa istilah itu dipakai untuk 
mengetahui artinya. 
Sifat melawan hukum dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu :11 
1) Sifat Melawan Hukum Umum 
Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang 
tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan 
pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan 
delik, bersifat melawan hukum dapat dicela. 
2) Sifat Melawan Hukum Khusus 
Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara 
tertulis dalam rumusan delik, jadi sifat melawan hukum merupakan 
syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang 
menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan sifat 
melawan hukum khusus. 
3) Sifat Melawan Hukum Formal 
                                                          
11 I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Pertama, PT. Fikahati Aneska, 
Jakarta, 2010, hlm. 57 
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Istilah ini berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik 
telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana). 
4) Sifat Melawan Hukum Materiil 
Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau 
membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh 
pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. 
3. Tidak Ada Alasan Pembenar 
Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya 
perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan 
delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain 
perkataan alasan pembenar menghapuskan dapat dipidanya 
perbuatan.12 
pada dasarnya, perbuatan seseorang termasuk tindak pidana 
tetapi karena hal-hal tertentu perbuatan tersebut dapat dibenarkan dan 
pelakunya tidak dapat dipidana. Hal-hal yang dapat menjadi alasan 
pembenar antara lain : 
1) Daya Paksa Absolut 
Daya Paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan 
bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh 
sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh 
dihukum. Dalam penjelasannya, Jonkers mengatakan daya paksa 
                                                          
12 I Made Widnyana, Op. Cit, hlm. 138 
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dikatakan bersifat absolut jika seseorang tidak dapat berbuat lain. 
Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat 
mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain. 
Berdasarkan doktrin hukum pidana, daya paksa dibedakan 
menjadi dua, yaitu daya paksa absolut dan daya paksa relatif. 
Apabila dilihat dari segi asalnya tekanan dan paksaan itu, maka 
bentuk daya paksa disebabkan oleh perbuatan manusia dan 
bukan perbuatan manusia. Akan tetapi, jika dilihat dari sifat 
tekanan dan paksaan, maka daya paksa disebabkan oleh tekanan 
yang bersifat fisik dan psikis.13 
Menurut Adami Chazawi, daya paksa abslout baik yang 
disebabkan oleh penetuan manusia maupun alam, baik yang 
bentuk fisik maupun psikis, adalah suatu keadaan di mana 
paksaan dan tekanan yang sedemikian kuatnya pada diri 
seseorang, sehingga tidak dapat lagi berbuat sesuatu selain yang 
terpaksa dilakukan atau apa yang terjadi.14 
2) Pembelaan Terpaksa 
Perihal pembelaan terpaksa (noodweer) dirumuskan dalam 
Pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai berikut : 
“Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya 
untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, 
                                                          
13 Ibd, hlm.30 
14 ibid  
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mempertahankan kehormatan atau harta benda sendriri atau 
kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan 
mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh 
dihukum.” 
 
Dari rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHPidana tersebut ditentukan 
syarat syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri 
dapat dibenarkan. Menurut pasal ini, untuk pembelaan terpaksa 
diisyaratkan :15  
a) Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, 
kehormatan,  kesusilaan atau harta benda; 
b) Serangan itu bersifat melawan hukum; 
c) Pembelaan merupakan keharusan; 
d) Cara pembelaan adalah patut (syarat ini tidak disebut dalam 
Pasal 69 ayat (1) KUHPidana).  
Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. 
Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan (proporsionaliteit). 
Selain itu, juga dianut asas subsidaritas (subsidiatiteit), artinya 
untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam 
                                                          
15 I Made Widnyana, Op. Cit, 2010, hlm. 144 
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pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan 
akibatnya bagi orang lain.16  
3)   Menjalankan Ketentuan Undang-Undang 
  Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan 
undang-undang   dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai 
berikut : 
“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan     
ketentuan undang-undang tidak dipidana.” 
 
Menurut Pompe, ketentuan undang-undang meliputi peraturan 
(verordening) dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang untuk 
itu menurut undang-undang. Jadi, meliputi ketentuan yang 
langsung berasal dari pembuat undang-undang, dari penguasa 
yang mempunyai wewenang (bukan kewajiban) untuk membuat 
peraturan yang berdasar undang-undang.17 
4) Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah 
Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi : 
“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang 
berwenang, tidak dipidana.” 
 
                                                          
16 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar 
Pemidanaan, pemberatan, dan peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajang Kausalitas,  
2002, hlm. 46 
17 Amir Ilyas, Op. Cit, hlm. 69  
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Pada perintah  jabatan ada hubungannya publik antara 
orang yang memberi perintah dan orang yang diberikan 
perintah oleh pengairan Negara kepada pemborong tergolong 
dalam sifat hukum perdata dan bukan perintah jabatan (HR 27 
November 1933 W. 12698, N.J. 1934, 266).18 
Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu 
berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang 
didasarkan kepada suatu peraturan. Disamping itu, antara 
orang yang diperintah dengan yang memberi perintah harus 
ada hubungan jabatan dan subordinasi.19 
Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua sudut 
pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang artinya sudut yang 
berdasarkan para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi 
rumusannya, sedangkan sudut pandang undang-undang adalah 
melihat kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal 
peraturan perundang-undangan yang lainnya. 
Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Adami 
Chazawi, unsur-unsur tersebut berasal dari rumusan-rumusan 
                                                          
18 Ibid.  hlm. 71 
19 I Made Widnyana, Op. Cit, hlm. 149 
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tindak pidana tertentu dalam KUHP, diantaranya 11 unsur yaitu 
:20 
a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana; 
i. Unsur obyek hukum tindak pidana; 
j. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana; 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-
unsur tindakpidana meliputi :  
a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif; 
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh 
undang-undang; 
c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;’ 
d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan; 
e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. 
                                                          
20 Adami Chazawi, Op. Cit. hlm. 82 
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Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-
unsur tindak pidana adalah : 
a. Subyek; 
b. Kesalahan; 
c. Bersifat Melawan Hukum (dan tindakan); 
d. Suatu tindakan yang dilarang (atau diharuskan) dan 
diancam dengan pidana oleh undang-undang/perundangan 
dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; 
e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya). 
Menurut Soedarto, unsur-unsur tindak pidana terbagi 
menjadi 2 (dua) yaitu :21 
a.  Unsur Subyektif 
Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada 
diri pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang 
terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. 
Unsur subyektif tindak pidana meliputi : 
1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (Dolus dan Culpa); 
2. Niat atau maksud (Voornemen) dengan segala 
bentuknya pada suatu percobaan (Pogging) seperti yang 
dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana; 
                                                          
21 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Adya Bhakti, Bandung, 
1997, hlm. 192-194 
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3. Macam-macam maksud (oogmerk) seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, 
penipuan, pemerasan, dan lain-lain; 
4. Ada atau tidaknya perencanaan, merencanakan terlebih 
dahulu (Voorbedatche raad) seperti yang terdapat di 
dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHPdana; 
dan 
5. Adanya perasaan takut yang antara lain terdapat di 
dalam ratusan tindak pidana menurut Pasal 308 
KUHPidana. 
b. Unsur Objektif 
Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah hal-hal 
yang berhubungan dengan keadaan-keadaan lahiriah, yaitu 
dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu 
harus dilakukan, dan berada di luar batin si pelaku. Unsur 
objektif tindak pidana meliputi : 
a) Sifat melanggar hukum atau wederrechttrlicjkheid; 
b) Kualitas dari si pelaku; 
c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana 
sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai 
akibat. 
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                      Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :22 
a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; 
b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang; 
c) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum; 
d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 
e) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada 
pembuat. 
Sementara itu, Schravendijk, dalam batasan yang dibuatnya 
dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :23 
a) Kelakuan (orang yang); 
b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
c) Diancam dengan hukuman; 
d) Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
e) Dipersalahkan atau kesalahan. 
3.  Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar 
tertentu, yaitu sebagai berikut :24 
                                                          
22 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 
80 
23 Ibid, hlm. 81 
24 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 121  
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1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtrendingen) dimuat 
dalam buku III : 
    -   Kejahatan dan Pelanggaran 
KUHPidana menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua 
dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada 
penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan 
pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan 
untuk memberikan dasarnya.  
Dalam perbedaan bahwa kejahatan merupakan rechtdelict 
atau delik hukum dan pelanggaran merupakan wetsdelict atau 
delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum 
yang dirasakan melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik 
Undang-undang melanggar apa yang dtentukan oleh Undang-
Undang. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan. 
2.  Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materiil 
delicten) : 
Pada umumnya rumusan delik didalam KUHPidana merupakan 
rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh 
pelakunya. 
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Delik formal adalah delik yang dianggap sesuai dengan 
dilakukannya perbuatan itu, atau dengan kata lain titik beratnya 
berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan 
apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan 
aksidentalia (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah 
Pasal 362 KUHPidana (pencurian), dan Pasal 160 KUHPidana 
(penghasutan). 
Sebaliknya didalam delik material titik beratnya berada pada 
akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya 
sudah terjadi, cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi 
masalah. 
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak 
pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak 
dengan sengaja (culpose delicten) :  
a. Delik dolus adalah delik yang memuat unsur 
kesengajaan,rumusan itu mungkin dengan kata-kata yang 
tegas...dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-
kata lain yang senada, seperti...diketahuinya, dan 
sebagainya. 
b. Delik Culpa didalam rumusannya memuat unsur kealpaan, 
dengan kata...karena kealpaannya. Di dalam beberapa 
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terjemahan kadang-kadang dipakai istilah... karena 
kesalahannya. 
4. Berdasarkan macam pebuatannya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana 
komisi (delicta commissionis) dan tindak pidana/negatif juga 
tindak pidana omisi (delicta omissionis) : 
Pelanggaran hukum dapat berbentuk sesuatu yang dilarang 
atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (to commit = 
melakukan; to omit=meniadakan). 
a. Delik commissionis tidak terlalu sulit untuk dipahami, 
misalnya berbuat, mengambil, menganiaya, menembak, 
mengancam, dan sebagainya. 
b. Delik amissionis terdapat pada Pasal 522 KUHPidana (tidak 
datang  menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 
KUHPidana (tidak melaporkan adanya pemufakatan 
kejahatan).25 
5. Dellik Aduan 
Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya 
dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau 
yang dirugikan atau korban. Dengan demikian, apabila tidak 
ada pegaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh 
                                                          
25 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT  Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 57 
29 
 
dilakukan penuntutan. Tindak pidana aduan dibedakan dalam 
dua jenis yaitu : 
a. Tindak Pidana Aduan Absolut 
Tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolut 
pengaduan untuk penuntutannya; 
b. Tindak Pidana Aduan Relatif 
Pada prinsipnya jenis tindak pidana ini bukanlah merupakan 
jenis tindak pidana aduan, jadi dasarnya tindak pidana aduan 
relatif merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) 
yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian 
menjadi tindak pidana duan; 
c. Tindak Pidana Bukan Aduan 
Tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya 
pengaduan untuk penuntutannya. 
C. Tinjauan Umum Narkotika dan Penyalahgunaan 
Narkotika 
1. Pengertian Narkotika 
Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis 
zat yang dapat menilbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi 
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orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara 
memasukkan kedalam tunuh.26 
Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “narcotics” 
pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan 
“drug”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan 
membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si 
pemakai, yaitu :27 
a. Mempengaruhi kesadaran; 
b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap 
perilaku manusia; 
c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa : 
1) Penenang; 
2) Perangsang (bukan rangsangan sex); 
3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu 
membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan 
kesadaran akan wwaktu dan tempat). 
WHO (World Health Organization) sendiri memberikan definisi 
tentang pengertian narkotika, yaitu Suatu zat yang apabila 
                                                          
26 Moh. Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 16 
27 Ibid, hlm. 17 
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dimasukkan kedalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan 
psikologis (kecuali makanan, air, atau oksigen).28 
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang 
menyebabkan pengaruh bagi penggunanya. Pengaruh tersebut 
berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, 
halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan 
efek ketergantungan bagi pemakainya. Sensasi (± 30-60 detik) 
diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian 
dan kepuasan atau ketenangan hati (euforia). Ingin selalu 
menyendiri untuk menikmatinya.29 
Soedjono berpendapat bahwa narkotika adalah zat yang bisa 
menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang 
menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. 
Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, 
rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. 
Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan 
untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, 
seperti dibidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit. 
                                                          
28 Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa, Nuha 
Medika, Yogyakarta, 2013, hlm. 2 
 
29 Ibid, hlm. 10 
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Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Prof. 
Sudarto, SH., dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana 
mengatakan bahwa :  
Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke”, yang 
berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.30 
AR. Sujono dan Bony Daniel mengemukakan bahwa kata  
narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani “Narkoun” 
yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.31 
Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff 
mengemukakan definisi tentang narkotika yaitu zat-zat atau obat-
obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan 
dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan 
syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu-
candu, zat-at yang yang dibuat dari candu (morphine, codein, 
methadone).32 
Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam 
buku “Narcotic Identification Manual”, sebagaimana dikutip Djoko 
Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin dikatakan bahwa yang 
dimaksud dengan Narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat 
                                                          
30 Moh. Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 17  
31 AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2 
32 ibid , hlm. 18 
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yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni 
morphine, heroin, codein, hasisch, cocain. Dan termasuk juga 
narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang 
tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulant.33  
Sedangkan  menurut Verdoovende Moddelen Ordonantie 
Staatblad 1972 No. 278 jo. No. 536 yang telah diubah dan 
ditambah, yang dikenal sebagai undang-undang obat bius 
narkotika adalah “bahan-bahan yang terutama mempunyai efek 
kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran” 
disamping menurunkan kesadaran juga menimbulkan gejala-
gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus-
menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya 
ketergantungan pada bahan-bahan tersebut.34  
Lebih lanjut, Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika pasal 1 menjelaskan bahwa : 
“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan 
bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan.35 
 
 
 
                                                          
33 ibid 
34 Ibid, hlm. 19  
35 Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1  
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2. Penyalahgunaan Narkotika 
Penyebaran penyalahgunaan narkotika sudah hampir tidak bisa 
dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan 
mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak 
bertanggungjawab. Tentu hal ini dapat membuat orang tua, 
organisasi mayarakat, dan pemerintah khawatir.36 
Upaya paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba 
pada anak-anak adalah pendidikan keluarga. Orang tua 
diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu 
menjauhi penyalahgunaan narkoba.37 
Penyalahgunaan nakotika merupakan suatu tindak kejahatan 
dan pelangaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun 
jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara 
sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari 
penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materiil, 
sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban 
pelaku, melalui delik formil.38 
Penyalahgunaan narkotika adalah pemakai narkotika diluar 
indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter dan 
pemakaiannya bersifat patologik dan menilmbulkan hambatan 
                                                          
36 Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Op. Cit. hlm. 5 
37 ibid 
38 Moh. Taufik Makaro, Op, Cit. hlm. 49 
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dalam aktivitas dirumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan 
lingkungan sosial.39 
Penyalahgunaan  narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan 
kewajiban melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud 
pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam 
jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, 
sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan 
kehidupan sosial.40 
3. Jenis-Jenis Narkotika 
Jenis-jenis narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :41 
a. Narkotika Golongan I : Jenis narkotika yang hanya dapat 
digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat 
tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
b. Narkotika Golongan II : Yaitu narkotika yang berkhasiat 
pengobatan digunakan sebagai tujuan terakhir dan dapat 
digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu 
                                                          
39 Mardani, Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana 
Nasional, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 2 
40 Dr. Syaiful Bakhri, Kejahatan Narkotik Dan Psikotropika, Gramata Publishing, Bekasi, 2012, 
hlm. 9 
41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
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pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. 
c. Narkotika Golongan III : Yaitu narkotika yang berkhasiat 
pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk 
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 
potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. 
Berikut adalah jenis-jenis narkotika disertai dengan karakteristik 
masing-masing menurut Moh. Taufik Makarao, diantaranya yaitu 
:42 
1. Candu atau disebut juga dengan opium 
Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dinamakan Papaver 
somniferum, nama lain dari candu selain opium adalah madat. 
Bagian yang dapat dipergunakan dari yanaman ini adalah 
getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika jenis candu atau 
opim termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh 
hypnitics dang tranglizers. Depressants yaitu merangsang 
sistem syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai 
sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Candu ini terbagi 
menjadi 2 (dua) jenis yaitu candu mentah dan candu matang. 
Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun, 
dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan 
                                                          
42 Moh. Taufik Makaro, Op. Cit, hlm. 21 
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getah yang mengering pada kulit buah, bentuk candu mentah 
berupa odonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna 
cokelat kehitam-hitaman dan sedikit lengket. Sedangkan candu 
masak merupakan hasil olahan dari candu mentah. 
2. Morphine  
Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat 
pada candu mentah, diporelah dengan jalan mengolah secara 
kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan 
dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana 
seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang 
diingini selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun 
membahayakan jiwa. 
3. Heroin 
Berasal dari Papaver somniferum, seperti telah disinggung 
diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, 
morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan 
putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan 
dosis, bisa mati seketika. 
4. Cocaine 
Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut everythroxylon 
coca, untuk memperoleh cocaine yaitu dengan  memetik daun 
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coca, lalu keringkan dan diolah dipabrik dengan menggunakan 
bahan-bahan kimia. 
5. Ganja 
Berasal dari bunga-bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan 
rumput bernama cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja yaitu 
mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang 
dibuat dari damar tumbuhan cannabis sativa. Efek dari hashis 
lebih kuat daripada ganja. 
6. Narkotika sejenis atau buatan 
Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui 
proses kimia secara farmokologi yang sering disebut dengan 
istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol 
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. 
Dari uraian jenis-jenis narkotika diatas, maka dapat diketahui 
bahwa narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok 
:43 
a. Golongan narkotika (Golongan I); seperti opium, morphine, 
heroin, dan lain-lain. 
b. Golongan psikotropika (Golongan II); seperti ganja, ectacy, 
shabu-shabu, hashis, dan lain-lain. 
                                                          
43 Ibid, hlm. 27 
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c. Golongan zat adiktif lain (Golongan III); yaitu minuman yang 
mengandung alkohol seperti beer, wine, whisky, vodka, dan 
lain-lain 
4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak  
Yang dimaksud akibat penyalahgunaan narkoba disini 
adalah akibat dari penggunaan narkoba secara tidak benar 
untuk memperoleh kenikmatan. Akibat yang ditimbulkan oleh 
narkoba pada anak sama dengan akibat yang ditimbulkan 
narkoba terhadap manusia dewasa. Akibat yang ditimbulkan 
oleh narkoba pada umunya mempengaruhi dua hal, yaitu : 
1)  Mempengaruhi kesehatan 
Otak manusia mengandung sejumlah syaraf yang 
berbeda- beda. Fungsi yang utama terdapat pada syaraf 
pusat paling atas dari otak yang mengendalikan 
kemampuan, kemauan, penguasaan diri, tingkah laku, 
pikiran, dan ingatan. Jika seseorang mengkonsumsi 
narkoba secara illegal, maka akan mempengaruhi pusat 
syaraf tersebut, sehingga akan mempengaruhi emosi dan 
perilakunya. Dengan kata lain, narkoba akan membius otak 
sadar manusia sehingga membuat seseorang hilang 
kendali, berperilaku keras, depresi, dan daya tahan 
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tubuhnya menjadi lemah sehingga mengakibatkan 
kematian. 
2) Mempengaruhi moral 
Narkoba akan membuat penggunanya kehilangan 
kepribadian. Pengguna narkoba akan selalu mempunyai 
perasaan tidak menentu, cepat marah, dan tidak mampu 
menghargai perasaan orang lain seperti kasar terhadap 
orang tuanya, dan menganiaya orang-orang disekitarnya. 
Selain itu para pengguna narkoba akan mengalami krisis 
moral yang sangat parah, dimana mereka akan berani 
menjual barang yang dirumah, mencuri uang dalam 
keluarga atau dari tetangga, merampok, dan membunuh 
orang lain untuk mendapatkan uang guna membeli narkoba. 
Menurut Masten Ain Tanjung, dampak negatif yang 
ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba pada anak dapat 
dilihat dari dimensi pendidikan, yaitu siswa yang berprestasi 
yang telah terjerumus dalam narkoba kemudian mengajak 
teman-temannya untuk mengikuti perilakunya memakai narkoba 
dengan iming-iming berprestasi karena narkoba. Hal ini 
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kemudian menjadikan anak terebut menjadi pengedar narkoba 
diantara pelajar.44 
berbicara dampak negatif penyalahgunaan narkoba, 
terdapat juga gejala-gejala klinis yang ditemukan dari 
penyalahgunaan narkoba ini, seperti :45 
3. Perubahan Fisik 
Gejala fisik yang terjadi tergantung jenis zat yang digunakan, 
tapi secara umum dapat digolongkan sebagai berikut : 
-  Pada saat menggunakan narkoba : jalan sempoyongan, 
bicara pelo (cadel), apatis (acuh tak acuh), mengantuk, dan 
agresif. 
-   Bila kelebihan dosis (overdosis) : nafas sesak, denyut jantung 
dan nadi lambat, kulit teraba dingin, nafas lambat/berhenti, 
dan meninggal.  
-  Bila sedang ketagihan (putus zat/sakau) : mata dan hidung 
berair, menguap terus-menerus, diare, rasa sakit disleuruh 
tubuh, takut air sehingga malas mandi, kejang, dan 
kesadaran menurun. 
-  Pengaruh jangka panjang, penampilan tidak sehat, tidak 
peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi tidak terawat 
                                                          
44 H. Master Ain Tanjung, Pahami Kejahatan Narkoba, Letupan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 
47 
45 Tedi dan Kus, Bahaya NAPZA Bagi Pelajar, Yayasan Al-Ghifari, Bandung, 1999, hlm. 56 
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dan kropos, terdapat bekas suntikan pada lengan atau 
bagian tubuh lain (pada pengguna dengan jarum suntik). 
               4.   Perubahan Sikap dan Perilaku.  
-  Prestasi sekolah menurun, sering tidak mengerjakan tugas    
     sekolah, sering membolos, pemalas, dan kurang bertanggung   
   jawab. 
- Pola tidur berubah, begadang, sulit dibangunkan dipagi hari, 
dan mengantuk dikelas atau di tempat kerja. 
-   Sering bepergian saat larut malam, kadang tidak pulang          
tanpa memberi tahu terlebih dahulu. 
-   Sering mengurung diri, berlama-lama dikamar mandi, 
menghindar bertemu dengan anggota keluarga lain dirumah. 
-    Sering mendapat telepon dan didatangi orang yang tidak 
dikenal oleh keluarga kemudian menghilang. 
-   Sering berbohong dan minta banyak uang dengan berbagai 
alasan tapi tak jelas penggunaannya, mengambil barang dan 
menjual barang berharga milik sendiri atau milik keluarga, 
mencuri, dan terlibat tindak kekerasan atau berurusan 
dengan polisi. 
-   Sering bersikap emosioanal, mudah tersinggung, marah, 
kasar sikap bermusuhan, pencuriga, tertutup, dan penuh 
rahasia. 
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 5.  Ketentuan Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
        Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
menentukan beberapa ketentuan  pidana Penyalahgunaan Narkotika, 
yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 : 
Pasal 111 
1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, 
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipodana dengan 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 
(duabelas) tahun dan dipidana dengan denda paling sedikit 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp8.000.000.000.00 (delapan milyar rupiah). 
2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I 
dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang 
pohon, pelaku pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan dipidana dengan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 112 
 
1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I 
bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda 
paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) 
2) Dalam hal perbuatan memilik, menyimpan, menguasai, atau 
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 
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puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 113 
 
1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 
mengimpor, mengekspor, atau  menyalurkan Narkotika Golongan 
I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling 
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). 
2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 
menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram 
atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan 
tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gra, pelaku dipidana dengan 
pidana mati, pidana penjara sumur hidup, atau pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 114 
 
1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan 
untuk dijual, menjual, membeli, atau menyerahkan Narkotika 
Golongan I, dipidana dengan pidama penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan dipidana denda palng sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). 
2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau 
menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu 
kilogram) atau melebihi 5 (lima) kilogram batang pohon atau dalam 
bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana 
dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 
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penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagimana dimaksud 
pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 115 
 
1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawab hukum, membawa, 
mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat  4 (empat) tahun 
dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 
2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau 
mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dalam bentuk tanaman 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 
(lima) kilogram batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, 
pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 
dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimanaa 
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 127 
 
1) Setiap Penyalah Guna : 
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun; 
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 2 (dua) tahun; 
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun. 
2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. 
3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dibuktikan atau terbuti sebagai korban penyalahgunaan 
Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi dan 
rehabilitasi sosial. 
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D. Tinjauan Umum Anak 
1. Pengertian Anak 
Secara umun peraturan perundang-undangan di berbagai negara 
terutama pada pendekatan usia tidak ada keseragaman perumusan 
tentang anak. Kaitannya dengan itu maka Suryana Hamid 
menguraikan bahwa di Amerika, batas umur anak 8 (delapan) sampai 
11 (sebelas) tahun. di Australia disebut anak apabila beumur minimal 8 
(delapan) tahun dengan maksimal 16 (enam belas) tahun, di Inggris 
batas umur anak 12 (dua belas) tahun dan maksimal 16 (enam belas) 
tahun, sedangkan di Belanda yang disebut anak adalah apabila 
berumur antara 12 sampai 18 tahun, demikian juga Sri lanka, Jepang, 
Korea, Filipina, Malaysia dan Singapura. 
Di indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai anak. Namun, terkait pemberian definisi anak 
terdapat perbedaan-perbedaan antara peraturan yang satu dengan 
peraturan yang lainnya. Dalam berbagai ketentuan peraturan 
perundang-undangan di Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang 
spesifik mengenai kriteria anak. Berikut ini adalah kriteria anak 
menurut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan : 
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
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Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata memuat batas antara belum 
dewasa   dengan telah dewasa yaitu 21 Tahun, kecuali anak 
tersebut telah kawin sebelum berumur 21 Tahun dan pendewasaan;  
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Pasal 45 KUHP mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang 
yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) Tahun. 
dengan demikian apabila anak yang terkait dalam perkara pidana 
selama tindak pidana yang dilakukan perbuatan atau pelanggaran 
pidana ringan maka hakim boleh memerintahkan supaya anak 
tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau 
pemeliharaannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau 
memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan 
tidak dikenakan suatu hukuman. 
3) Pengertian Anak Menurut Hukum Islam 
Menurut Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq 
atau belum berakal dimana mereka dianggap belum cakap untuk 
berbuat atau bertindak. Seseorang yang dikatakan baliq atau 
dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat dibawah ini : 
- Telah beumur 15 (lima belas) tahun. 
- Telah keluar air mani bagi laki-laki. 
- Telah datang haid bagi perempuan. 
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4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
Undang-undang ini tidak memberikan pengertian secara 
eksplisit yang mengatur batas usia dan pengertian anak. Namun 
dalam Pasal 153 ayat (5) KUHAP memberikan wewenang kepada 
hakim untuk melarang anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun 
menghadiri sidang. 
5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) 
undang-undang ini, maka batasan untuk anak adalah belum 
mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah 
melangsungkan perkawinan. 
6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahtraan Anak 
Menurut Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini, anak adalah 
seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) Tahun dan 
belum pernah kawin. 
7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia 
Dalam Pasal 1 sub 5 undang-undang ini dinyatakan bahwa 
anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun 
dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan 
apabila hal tersebut demi kepentingannya. 
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8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan  
Anak 
Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini menyatakan bahwa 
anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga 
Permasyarakatan 
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c undang-
undang ini, bahwa anak didik permasyarakatan baik anak negara 
maupun anak sipil untuk apat di didik di Lembaga Permasyarakatan 
anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. 
10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana  Anak 
Menurut ketentuan dalam undang-undang ini pada Pasal 1 ayat 
(4) menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum 
selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua 
belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan 
diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (4) 
menentukan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah 
anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami 
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
disebabkan oleh tindak pidana. 
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Menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidi 
Gultorn mengatakan bahwa : 
“selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan 
perkembangan, anak itu amsih menjadi anak dan baru menjadi 
dewasa bila proses pengembangan dan pertumbuhan itu 
selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan 
permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun 
untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.”46 
 
Diantara sekian banyak pengertian anak yang telah dikemukakan 
diatas, maka dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan oleh 
penulis adalah pengertian anak menurut Undang-Undang 
Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. Dalam undang-undang ini menjamin dan melindungi 
hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabak 
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
2. Pengertian Anak Nakal: 
Anak Nakal adalah : 
a. Anak yang melakukan tindak pidana. 
                                                          
46 Maidin Gultorn, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, 
Bandung, 2010, hlm. 32  
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b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang 
bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun 
menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam 
masyarakat yang bersangkutan. 
Dari ketentuan diatas dapat diketahui perbuatan-perbuatan 
yang diancamkan terhadap anak lebih luas daripada perbuatan-
perbuatan yang diancamkan terhadap orang dewasa. Anak 
dikatakan sebagai anak nakal apabila melakukan tindak pidana 
sebagaimana pula diancamkan terhadap orang dewasa selain juga 
terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap terlarang bagi anak. 
Perbuatan yang dilarang bagi anak dapat berupa apa yang 
ditentukan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan 
maupun peraturan hukum yang hidup dan berlaku dalam 
masyarakat artinya pelanggaran terhadap hukum 
hidup/adat/kebiasaan dalam masyarakat diakui sebagai delik 
dalam tindak pidana anak. Maulana Hassan Wadong dalam 
bukunya “Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak  
mengemukakan, bahwa ketentuan kejahatan anak atau 
delinquency anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang 
52 
 
dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau 
peraturan perundang-undangan.”47 
Menurut Sudarto anak nakal adalah :48 
1. Yang melakukan tindak pidana. 
2. Yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang 
tua/wali/pengasuh. 
3. Yang sering meninggalkan rumah, tanpa ijin/sepengetahuan 
orang tua/wali/pengasuh. 
4. Yang bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang 
yang tidak bermoral, sedang anak itu mengetahui itu. 
5. Yang kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang 
bagi anak-anak. 
6. Yang sering kali menggunakan kata-kata kotor, 
7. Yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak 
baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani, dan jasmani 
anak itu. 
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang 
dimaksudkan dengan anak nakal adalah anak yang melakukan 
suatu perbuatan yang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh 
perundang-undangan khususnya KUHP, peraturan perundang-
                                                          
47 Maulana Hassan Wadindo, Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak, PT. 
Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 21 
48 Sudarto, Op. Cit. hlm. 135 
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undangan diluar KUHP, atau melanggar norma-norma yang 
dilarang bagi anak maupun norma-norma dalam masyarakat.  
3. Kenakalan Anak 
Juvenile berasal dari bahasa latin Juvenile artinya anak-anak 
muda. Ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada 
periode remaja. Delinquent berasal dari kata lain “delinquere” yang 
berarti terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya 
menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, 
pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, 
dan lain-lain. Delinquency selalu mempunyai konotasi serangan, 
pelanggaran, kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda di 
bawah umur 22 (dua puluh dua) tahun.49 
Ny. Singgih Gunarso dalam bukunya “Psikologi Remaja” 
menyatakan dilihat dari aktifitas kenakalan remaja menunjukkan 
ciri-ciri pokok dari kenakalan remaja sebagai berikut :50 
1. Dalam pengertian kenakalan harus dilihat adanya perbuatan 
atau tingkah laku yang bersifat pelanggaran hukum yang 
berlaku dan pelanggaran nilai-nilai moral. 
2. Kenakalan tersebut mempunyai tujuan yang a-sosial yakni 
dengan perbuatan atau tingkah laku tersebut bertentangan 
                                                          
49 Kartini Kartono, Patologi Sosial Kenakalan Remaja, Rajawali Pres, Jakarta, 1922, hlm. 7 
50 Ny. Singgih Gunarso, Psikologi Remaja, Gunung Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 30 
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dengan nilai atau norma sosial yang ada dalam lingkungan 
hidupnya. 
3. Kenakalan remaja merupakan kenakalan yang dilakukan oleh 
mereka yang berusia 13-17 tahun dan belum menikah 
4. Kenakalan remaja dapat dilakukan oleh seorang remaja atau 
dapat dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok remaja. 
Menurut Jensen, kenakalan remaja terbagi kedalam empat jenis, 
yaitu : 
1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain : 
perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-
lain. 
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi : perusakan, 
pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain. 
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan dipihak orang lain : 
Pelacuran, penyalahgunaan obat. Di indonesia mungkin dapat 
juga dimaksukkan hubungan seks sebelum menikah dalam 
jenis ini. 
4. Kenakalan yang melawan status misalnya mengingkari status 
anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari 
status orang tua dengan cara pergi dari rumah atau 
membantah perintahnya dan sebagainya. Pada usia mereka, 
perilaku-perilaku mereka memang belum melanggar hukum 
55 
 
dalam arti yang sesungguhnya karena yang dilanggar adalah 
status-status dalam lingkungan primer (keluarga) dan 
sekunder (sekolah). Akan tetapi bila kelak remaja ini dewasa, 
pelanggaran status ini dapat dilakukannya terhadap atasannya 
di kantor atau petugas hukum di dalam masyarakat. Karena 
itulah pelanggaran status ini oleh Jensen digolongkan juga 
sebagai kenakalan dan bukan sekedar perilaku menyimpang. 
 
4.  Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 
Sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan 
dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 
1997 Tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya UU 
Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak 
yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini UU No. 11 
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pun menggunakan 
istilah anak yang  berkonflik dengan hukum. 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3,4,5) UU No. 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa yang dimaksud dengan 
anak yang berhadapan dengan hukum yaitu : 
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a. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah anak yang telah 
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
b. Anak sebagai Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan 
fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh 
tindak pidana. 
c. Anak sebagai Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan 
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana 
yang didengar, dilihat, dan.atau dialaminya sendiri. 
Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus 
berhadapan dengan  hukum, yaitu :51 
1) Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila 
dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, 
seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah. 
2) Juvenile Deliquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila 
dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau 
pelanggaran hukum. 
                                                          
51 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 33 
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Selanjutnya, ada beberapa faktor penyebab yang paling 
mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :52 
1) Faktor lingkungan; 
2) Faktor ekonomi/sosial; 
3) Faktor psikologis 
E. Jenis Sanksi dan Tindakan Bagi Anak 
Sanksi adalah ancaman hukuman, satu alat pemaksa guna 
ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma hukum, akibat 
sesuatu perubahan atau suatu reaksi dari pihak lain atas sesuatu 
perbuatan. 
Pidana dan jenis pidana penjatuhan pidana pada persidangan anak 
diatur dalam Pasal 71-82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan 
dapat berupa pidana atau tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana 
tersebut bersifat pidana pokok dan pidana tambahan : 
 Pasal 71 
1. Pidana Pokok 
Pidana Pokok bagi Anak terdiri dari : 
a. Pidana Peringatan; 
b. Pidana dengan syarat : 
1. Pembinaan di luar lembaga; 
                                                          
52 Ibid, hlm. 34 
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2. Pelayanan Masyarakat; 
3. Pengawasan. 
c. Pelatihan Kerja; 
d. Pembinaan dalam lembaga; dan 
e. Penjara. 
2. Pidana Tambahan 
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan 
b. Pemenuhan kewajiban adat. 
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa 
penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. 
4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan 
martabat anak. 
5. Ketentuan lebih kanjut mengenai bentuk dan tata cara 
pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 82 
(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi : 
a. Pengembalian kepada orang tua/Wali; 
b. Penyerahan kepada seseorang; 
c. Perawatan di rumah sakit jiwa; 
d. Perawatan di LPKS; 
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e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang 
diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; 
f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 
g. Perbaikan akibat tindak pidana. 
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, 
dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. 
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan 
oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana 
diancam dengan pidana penjara paling si ngkat 7 (tujuh) tahun. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
  
F.  Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai 
oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar 
sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan 
yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-
fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konsklusi 
komulatif dan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan 
barang bukti. 
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Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa : 
“hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan 
pembuktian unsur-unusr dari suatu delik, apakah perbuatan 
terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai delik yang didakwakan 
oleh penuntut umum/dictum putusan hakim” 
Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim 
dapat dibagi mejadi 2 (dua) kategori, yaitu pertimbangan yuridis 
dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah 
pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang 
terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan 
sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya 
Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan 
saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan 
hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat 
dari latar belakang, akibat peruatan terdakwa, dan agama 
terdakwa. 
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari 
lokasi, waktu kejadian, dan modus operasi tentang bagaimana 
tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan 
bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan 
terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah 
61 
 
terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau 
tidak. 
Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, 
barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang 
didakwakan oleh penuntut umum,. Pertimbangan yuridis dari delik 
yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan 
doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah 
kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya. 
Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek 
putusan hakim, sepenuhnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat 
meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang 
memberatkan misalnya terdakwa suah pernah dipidana 
sebelumnya (Recidivis), karena jabantannya, dan menggunakan 
bendera kebangsaan.53 Hal-hal yang bersifat meringankan ialah 
terdakwa belum dewasa, perihal perrcobaan dan pembantuan 
kejahatan.54 
2. Pertimbangan Sosiologis 
 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang 
menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
                                                          
53 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2 ; Penafsiran Hukum Pidana, dasar Peniadaan, 
Pemberatan & Peringanan, Kejahatan aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, 2002, hlm. 73 
54 Ibid, hlm. 97 
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masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim 
sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi hakim 
merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup 
dikalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-
tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu 
menyelami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. 
Berkaitan dengan hal ini, menarik untuk disimak sinyalemen 
yang dikemukakan oleh achmad Ali bahwa dikalangan praktisi 
hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata 
peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang 
penuh dengan muatan normative, diikuti lagi dengan sejumlah 
asas-asas peradilan yang adanya sangat ideal dan normatif, yang 
dalam kenyatannya justru berbeda sama sekali dengan 
penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif). 
Bismar Siregar mengatakan bahwa, seandainya terjadi dan 
akan terjadi benturan bunyi hukum yang dirasakan adil oleh 
masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan 
hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan 
masyarakat dikorbankan. 
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HB Sutopo, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara 
sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu 
perkara, antara lain : 
1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat. 
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-
nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan 
terdakwa. 
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 
peranan korban. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia alam pergaulan hidup. 
Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai 
di Indonesia, Mr. M. H. Tirtaatmaja mengutarakan cara hakim 
dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu 
“sebagai hukum ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, 
yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai 
suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha 
ini, maka hakim harus memperhatikan : 
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a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu pelanggaran pidana yang 
berat atau ringan). 
b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. 
c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana 
itu (yang memberatkan  dan meringankan). 
d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah 
berulang-ulang dihukum (recidivist) atau seorang penjahat 
yang satu kali saja, atau apakah ia seorang yang masih muda 
ataupun seorang yang telah berusia tinggi. 
e. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.Sikap 
terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu. 
f. Kepentingan umum, hukum pidana diadakan untuk melindungi 
kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu 
menuntut suatu penghukuman berat terhadap pelanggaran 
pidana, misalnya penyelundupan, membuat uang palsu pada 
waktu negara dalam keadaan ekonomi yang buruk. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
A. Lokasi Penelitian 
     Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan 
dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka penulis 
melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota 
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dan 
informasi akan dilaksanakan di berbagai tempat yang dianggap 
mempunyai data yang sesuai dengan obyek yang akan diteliti seperti, 
di Pengadilan Negeri Makassar. 
 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan 
dalam dua jenis, yaitu : 
1. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil 
wawancara    secara langsung dalam pihak terkait untuk 
memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan judul 
penulis. 
2. Data Sekunder 
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Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur, dokumen-
dokumen serta perundang-undangan lainnya yang relevan dengan 
materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau 
dokumen pada instansi terkait. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa 
teknik pengumpulan data yaitu : 
1. Studi Pustaka (Library Research) 
Penelitian ini dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data 
meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telaah 
terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
2. Studi Lapangan (Field Research) 
Penelitian Lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data secara 
langsung. Studi lapangan ini dapat ditempuh dengan cara sebagai 
berikut : 
a. Wawancara (interview) sehubungan dengan kelengkapan data 
yang akan dikumpulkan maka penulis melakukan wawancara 
dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang 
berkaitan dengan judul yang ditulis. 
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b. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan 
mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan 
oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri 
Makassar. 
 
D. Analisi Data 
Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan 
selama proses penelitian dalam bentuk primer maupun data 
sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan 
penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari 
penelitian ini nantinya diharpkan mampu memberikan gambaran 
yang jelas. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap 
Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Putusan 
No. 75/Pid.Sus-Anak/2016/PN. Mks. 
1. Posisi Kasus 
- Pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016  sekitar pukul 03.30 
Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan 
februari 2016, telah terjadi tindak pidana membawa menguasai 
dan menyimpang narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh 
tersangka pelaku MUH. SUNAR Lk RAYMOND Als MUH ADI 
dan Lk RUSDI. 
- Saksi Umar Z (Anggota Polisi) bersama anggota satuan 
narkoba lainnya berpatroli di jalan pelita raya pas depan wisma 
lidyana makassar saksi melihat laki-laki keluar dari wisma 
lidyana bertiga, saksi bersama teman mendekatinya dan 
menggeledahnya semua diantaranya Lk. RAYMOND Als MUH 
ADI, Lk RUSDI, dan Lk. SUNAR dan di dapatkanlah barang 
berupa narkotika jenis shabu bersama bon pipet dan sumbu 
korek gas pada saat itu. 
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- Saksi menyatakan narkotika jenis shabu yang didapat saksi 
bersama temannya sebanyak 19 (Sembilan Belas) sachet 
dalam kaleng kecil dua buah dikantong celana Lk SUNAR 
berserta bong pipet pireks dan sumbu korek gas dalam jaket 
yang bisa dijadikan tas ketika bersama-sama Lk RAYMOND 
Als MUH ADI dan Lk RUSDI pada saart itu bertiga keluar dari 
wisma lidyana. 
- Saksi menyatakan bahwa pada saat itu Lk SUNAR menyatakan 
kalau barang tersebut dia beli dari sapiria bersama Lk RUSDI, 
sedangkan Lk RAYMOND Als MUH ADI mengatakan kalau dia 
hanya mengkonsumsi bersama temannya pada saat itu 
sebelum ditangkap tetapi dia mengetahui sebelumnya kalau 
temannya memiliki nerkotika jenis shabu karena sebagian 
sudah ia gunakan. 
- Lk RAYMOND Als MUH ADI, Lk SUNAR, dan Lk RUSDI 
sebelumnya telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada 
hari kamis tanggal 25 februari 2016 sekitar pukul 14.00 WITA di 
kebun atau tanah kosong di daerah antang Makassar, barang 
tersebut dibeli di kampung sapiria Makassar  oleh Lk RUSDI 
dan Lk Sunar yang dia gunakan pada saat itu. 
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2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Primair : 
 
Terdakwa RAYMOND REVALDHY DJOEMANI Alias MUH. ADI 
Bin DENNY Bersama dengan MUH> SUNAR Bin SIDP DG. TOLA 
dan RUSDI ANSAH Alias RUSDI Bin RUSMAN (Penuntutannya 
diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 
26 Februari 2016 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidak-tidaknya 
pada Waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di 
Wisma Lidyana Jalan Pelita Raya Kota Makassar atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum 
Pengadilan Negaeri Makassar, dengan pemufakatan jahat telah 
dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 
menguasai, an menyediakan Nerkotika Golongan I bukan tanaman 
berupa 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan kristal 
bening dengan berat netto keseluruhan 0.2766 gram yang 
mengandung metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor urut 
61 Lammpiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotka, hal tersebut dilakukan terdakwa 
dengan cara sebagai berikut : 
 Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika 
terdakwa bersama MUH. SUNAR dan RUSDI sepakat untuk 
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mengkonsumsi shabu-shabu yang sebelumnya MUH. SUNAR 
bersama RUSDI peroleh dari seseorang yang beralamat di Jalan 
Sapiria Kota Makassar secara bersama, sehingga terdakwa 
bersama dengan MUH. SUNARdan RUSI akhirnya mencari tempat 
yang aman dan pada ssat melintas di depan wisma Lidyana 
akhirnya terdakwa bersama dengan MUH. SUNAR dan RUSDI 
masuk dan menanyakan harga kamar, namun karena tidak sesuai 
akhirnya terdakwa bersama dengan MUH. SUNAR dan RUSDI 
keluar, namun pada saat di depan wisma Lidyana terdakwa 
melihat beberapa orang yang terdakwa tidak kenal yang kemudian 
memperkenalkan diri sebagai anggota polisi yang langsung 
melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama dengan 
MUH. SUNAR dan Rusdi dan hasil pemeriksaan terhadap 
terdakwa bersama dengan MUH. SUNAR dan RUSDI dan hasil 
pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) 
sachet berisikan kristal bening dalam kaleng kecil, bong, pipet, 
pireks dan sumbu korek gas dalam jaket. Dimana terdakwa 
bersama dengan MUH. SUNAR dan RUSDI serta barang bukti 
selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. 
 Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Polri 
Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan 
Laboratories Kriminalistik No. Lab : 775 / NNF / II / 2016 tanggal 
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03 Maret 2015 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa 19 
(sembilan belas) sachet  plastik bening berisikan kristal bening, 
bong, pipet, kaca, serta urine milik RAYMOND REVALDHY DJ 
Alias MUH. ADI Bin DENNY, urine milik RUSDI ANSAH Alias 
RUSDI dan urine milik MUH. SUNAR adalah benar mengandung 
Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 
Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika, sedangkan sumbu tidak ditemukan bahan 
narkotika. 
 Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana 
dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
 
Atau : 
Subsidair : 
 Terdakwa RAYMOND RIVALDHY DJ Alias MUH. ADI Bin 
DENNY ABD ASIS pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana 
dalam dakwaan Kesatu, tanpa hak atau melawan hukum 
menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa 19 
(sembilan belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening 
dengan berat netto keseluruhan 0,2766 gram yang mengandung 
metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 
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Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan 
cara sebagai berikut : 
 Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika 
sehari sebelumnya terdakwa RAYMOND terlebih dahulu 
menyiapkan alat penghisap shabu-shabu berupa bong setelah itu 
paket shabu-shabu yang sebelumnya dibeli dimasukkan kedalam 
pireks yang telah disiapkan, selanjutnya pireks yang berisikan 
paket shabu-shabu tersebut dibakar dari bawah kemudian asap 
dari pembakaran tersebut di isap melalui bong penghisap masuk 
kedalam mulut dan dikeluarkan melalui mulut dan hidung yang 
dilakukan oleh terdakwa sevara berulang-ulang dan setelah 
menggunakan/mengkonsumsi paket shabu-shabu tersebut 
perasaan terdakwa terasa segar dan kuat. Bahwa terdakwa 
RAYMOND didalam menggunakan/mengkonsumsi Narkotika 
Holongan I jenis shabu-shabi tidak memliki izin dari instansi yang 
berwenang. 
 Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Polri canag 
Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan 
Laboratories Kriminalistik No. Lab : 775 / NNF . II / 2016 tanggal 
03 Maret 2015 denga hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa19 
(sembilan belas) sachet plastik bening berisikan kristal bening, 
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bong, pipet, kaca, serta urine milik RAYMOND REVALDHY DJ 
Alias MUH. ADI Bin DENNY ABD. ASIS, urine milik RUSDI 
ANSAH Alas RUSDI dan urine milik MUH. SUNAR adalah benar 
mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I 
Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sumbu tidak 
ditemukan bahan narkotika. 
 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Tuntutan penuntut umum yang dibacakan pada persidangan hari 
Kamis, Tanggal 07 April 2016, dengan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-
saksi, petunjuk dan kerterangan  terdakwa maka penuntut umum 
yang pokoknya menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri 
Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 
: 
1. Menyatakan Anak RAYMOND REVALDHY DJ ALIAS MUH. 
ADI BIN DENNY ABD. ASIS bersalah melakukan tindak 
pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” 
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sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 
ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
dalam surat dakwaan Kedua. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RAYMOND REVALDHY 
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama 
Anak ditangkap dan ditahan, dengan perintah supaya Anak 
tetap ditahan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 19 (sembilan belas) sachet shabu-shabu; 
- 1 buah bong bersama pipetnya; 
- 1 buah korek gas; 
- 2 buah kaleng kecil; 
- 1 buah dompet kecil; 
- 1 buah tas jaket. 
Dipergunakan dalam perkara lain yaitu an. MUH. SUNAR, 
BERTEMAN. 
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah). 
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4. Amar Putusan 
M E N G A D I L I 
1. Menyatakan Anak Raymond Rivaldhy Djoemani Alias Muh. 
Adi Bin Denny terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika 
Golongan I Bagi Diri Sendiri” 
2. Menjatuhan pidana terhadap Anak tersebut, oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) 
bulan, pidana tersebut dijalankan oleh Anak pada Pembinaan 
Lembaga di LPKA Maros; 
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dikurangi 
seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang 
telah dijalani oleh Anak tersebut; 
4. Menetapkan agar Anak tersebut tetap ditahan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa : 
- 19 (sembilan belas) sachet shabu-shabu; 
- 1 (satu) buah bong bersama pipetnya; 
- 1 (satu) buah korek gas; 
- 2 (dua) buah kaleng kecil; 
- 1 (satu) buah dompet kecil; 
- 1 (satu) buah tas jaket. 
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Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUH. SUNAR, 
BERTEMAN; 
6. Membebankan kepada orang tua Anak tersebut untuk 
membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu 
rupiah). 
 
5. Analisis Penulis 
Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa Raymond  Revaldhy 
yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika 
Golongan I bagi diri sendiri. 
Berdasarkan dakwaan maka  Majelis Hakim  akan memilih 
Dakwaan yang berpotensi terpenuhi diantara Dakwaan Kesatu 
dan Dakwaan Kedua. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang 
terungkap di persidangan dan berdasarkan penilaian Majelis 
Hakim bahwa Dakwwaan Kedua yang memiliki potensi 
bersesuaian dengan fakta persidangan Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) 
huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika. 
 Menurut penulis, penerapan hukum materiil dalam kasus 
ini sudah tepat. Kenapa diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a 
78 
 
Undang-Undang  No. 35 Tahun 2009 itu karena terdakwa 
terbukti mengkonsumsi, dan hasil tes urine terdakwa 
RAYMOND REVALDHY positif sebagai pengguna sedangkan 
Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika itu memiliki, menyimpan, 
menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 tanpa di 
konsumsi dan hasil tes urine negatif. 
Kemudian apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah 
dibahas sebelumnya maka unsur-unsur pidana menurut Pasal 
127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang harus 
dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dihukum, adalah 
sebagai berikut : 
1. Unsur “Setiap Orang” 
- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah 
setiap orang disini adalah siapa saja orang atau subyek 
hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
- Bahwa RAYMOND REVALDHY DJ ALIAS MUH. ADI 
BIN  DENNY ABD. ASIS yang dihadapkan dipersidangan 
ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-
saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Anak 
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sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat 
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Anak yang 
diajukan dalam Perkara ini adalah RAYMOND 
REVALDHY DJ ALIAD MUH. ADI BIN DENYY ABD. 
ASIS, sebagai manusia yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
  Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap 
orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum. 
2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri 
sendiri” 
-   Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna 
sebagaimana ketentuan umum Pasal 1 Nomor 15 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, Penyalahguna  adalah orang yang 
menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. 
-   Bahwa dalam ketentuan pasal ini menggunakan narkotika 
dapat dikatakan baik sebagai pengguna narkotika, 
pecandu narkotika ataupun korban penyalahguna 
narkotika. 
-   Bahwa yang dimaksud dengan pengguna narkotika 
adalah orang yang menggunakan narkotika untuk dirinya 
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sendiri, lebih lanjut Surat Edaran Mahkamah Agung 
Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, hal yang 
dapat dijadikan acuan untuk menetukan seseorang 
tersebut adalah seorang penyalahguna narkotika, apabila 
: 
a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 
pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk 
kelompok Metamphetamine (shabu) sebanyak 1 
gram; 
b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan 
terlibat dalam peredaran gelap narkotika. 
 Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti 
surat, barang bukti dihubungkan dengan keterangan Anak 
Raymond sendiri benar : 
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekitar 
pukul 03.30 Wita bertempat di Jalan Pelita Raya Makassar 
depan Wisma Lidyana 
- Bahwa sebelum Anak Raymond, saksi Rusdi dan Muh. Sunar 
diamankan pihak kepolisian Anak Raymond telah 
menggunakan shabu-shabu. 
- Bahwa Anak Raymond Revaldhy mamakai shabu-shabu 
tersebut dengan cara batang pipet plastik disambung dengan 
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batang pirex kemudian meletakkan kristal shabu tersebut ke 
dalam batang pireks lalu pireks tersebut dipanaskan dengan 
korek gas dan kristal shabu tersebut menjadi asap, asapnya 
kemudian di isap dengan menggunakan pipet tersebut. 
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri 
cabang Makassar sebagaimana yang tertuang dalam Berita 
Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik no. Lab : 
775/NNF/II/2016 tertanggal 03 Maret 2016 baarang bukti 19 
(sembilan belas) sachet yang berisikan Kristal bening dengan 
berat netto 0, 2766 gram, 1 batang pipet kaca/pireks, 1 set 
bong, 1 buah sumbu, 1 (satu) botol plastik bekas minuman 
mineral berisi urine milik Raymond Revaldhy, 1 (satu) botol 
plastik bekas minuman mineral berisi urine milik Rusdi 
Ansah, 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi 
urine Muh. Sunar dengan kesimpulan barang bukti tersebut 
adalah benar mengandung Mrtamfetamina dan terdaftar 
dalam Golongan jenis I Nomor urut 61 Lampiran Undang-
Undang Republik Indinesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Penyalahgunaan 
Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri” telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan.  
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B. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam 
Menjatuhkan Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh 
Anak dalam Putusan No. 75/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Mks. 
 
1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap 
Terdakwa dalam Putusan No. 75/Pid.Sus-Anak/2016/PN.MKs. 
Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang 
sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, 
tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan 
segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, 
dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat 
formal maupun yang bersifat materiil, sampai dengan adanya 
kecakapan teknik membuatnya, jika hal-hal negatif dapat 
dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, 
dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika 
kumudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara 
yang sama, dan dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan 
teoritis maupun kalangan praktisi hukum serta kepuasan nurani 
sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh 
pengadilan yang lebih tinggi.  
Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa, sebagai berikut : 
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Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh 
Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam 
Surat Dakwaan Tertanggal 18 Maret 2016; 
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam 
Berita Acara Sidang di anggap termuat seluruhnya dari putusan 
ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 
Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum 
telah menghadapkan saksi-saksi yang telah didengar 
keterangannya dibawah sumpah yakni : Umar  Z, Muhammad 
Sunar Bin Sido Dg Tola, dan Rusdi Ansah Alias Rusli Bin 
Rusman, sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita 
Acara Sidang; 
Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan-
keterangan saksi-saksi tersebut; 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar 
keterangan Terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam 
Berita Acara; 
Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum 
telah pula mengajukan barang bukti berupa : 
- 19 (sembilan belas) sachet shabu-shabu; 
- 1 (satu) buah bong bersama pipetnya; 
- 1 (satu) buah korek gas; 
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- 2 (dua) buah kaleng kecil; 
- 1 (satu) buah dompet kecil; 
- 1 (satu) buah tas jaket; 
    Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita 
secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang 
bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat 
pembuktian. 
   Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan 
keterangan Terdakwa telah saling bersesuaian dan didukung 
pula dengan barang bukti yang ada sehingga melahirkan 
kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana 
“Penyalahguna Narkotika Golobgan I Bagi Diri Sendiri”; 
  Menimbang, bahwa dakwaan telah terbukti; 
  Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka 
Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan 
perbuatannya tersebut serta Terdakwa dibebani untuk membayar 
biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini; 
   Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini 
Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan 
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pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum 
perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana 
yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa 
keadilan yang berlaku dalam masyarakat; 
  Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada 
didalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
  Menimbang, bahwa untuk memutuskan berat ringannya 
pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, maka perlu 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hak-hal 
yang meringankan sebagai berikut : 
          Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan anak bertentangan dengan program 
pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana 
narkotika; 
- Perbuatan anak meresahkan masyarakat. 
                   Hal-hal yang meringankan : 
- Anak sopan dan berterus terang tentang perbuatannya 
dipersidangan; 
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berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim yang 
menangani kasus tersebut yakni A.A Ketut Wirakanta, SH., MH 
pada tanggal 19 Desember 2016 menyatakan bahwa : 
 “Dalam kasus anak, diupayakan agar  mengembalikan ke 
keadaan semula.  Dalam pengertian bahwa khusus terhadap 
anak diupayakan bagaimana cara terbaik agar anak tersebut 
menyadarai kekeliruannya, dan akhirnya diupayakan setidak-
tidaknya dilakukan pembinaan diluar lembaga atau dikembalikan 
kepada orang tuanya. Pada dasarnya pemidanaan terhadap anak 
merupakan upaya terakhir, jadi sebisa mungkin untuk dicarikan 
cara yang terbaik untuk anak agar pidana penjara dihindari, 
kecuali dalam keadaan terpaksa harus dijatuhi pidana penjara” 
  Dari hasil wawancara diatas, Majelis Hakim cenderung  
mengupayakan agar anak yang melakukan tindak pidana 
diberikan tindakan baik dikembalikan kepada orang tua maupun 
dilakukan pembinaan diluar lembaga. 
  Selanjutnya hasil wawancara penulis mengenai 
pertimbangan hakim tentang alasan pemberian pidana penjara 
terhadap terdakwa yang tergolong anak dalam putusan ini : 
- Melihat barang bukti perbuatan anak itu sendiri, jika barang 
bukti keseluruhannya hanya 0,000.. gram maka perlu 
dipertimbangkan lagi. 
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- Walaupun dia termasuk dalam penyalahgunaan narkotika 
tetapi dilihat juga dari kualitas perbuatannya, jika anak 
tersebut baru sekali menggunakan narkotika maka akan 
dicarikan jalan yang terbaik untuk anak. 
2. Analisis Penulis 
Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan 
akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana 
(penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam 
putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang 
telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. 
Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus 
dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. 
Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan 
pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut 
hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang 
didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 
melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP. 
Selain apa yang dijelaskan penulis diatas, yang perlu 
dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, 
disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu 
memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-
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Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan 
bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan 
atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan 
pembenar/pemaaf atas peniadaan sifat melawan hukum untuk 
pidana yang dilakukannya. 
Dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks, 
penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menilai 
bahwa diantara 2 (dua) dakwaan yang didakwakan kepada 
terdakwa, maka yang terbukti didepan persidangan adalah 
Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a 
Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh 
karena memang unsur-unsur dari pasal inilah yang terbukti 
sebagai fakta didepan Persidangan Pengadilan, sehingga 
tepatlah Amar/isi Putusan Majelis Hakim yang menyatakan 
bahwa Raymond Revaldhy Djoemani Alias Muh. Adi Bin Denny 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri 
sendiri”. 
Selanjutnya, dalam penjatuhan pidana penjara oleh majelis 
hakim sebenarnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2012 Tentang SPPA terkhusus pada Pasal 81 Ayat (1) 
yang menjelaskan bahwa : “Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA 
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apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan 
masyarakat” dan dilihat dalam putusan ini salah satu hal yang 
memberatkan yaitu bahwa perbuatan anak meresahkan 
masyarakat, perbuatan anak bertentangan dengan program 
pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dan 
dilihat dari alat bukti yang banyak.  
Seharusnya dalam kasus ini dapat diterapkan Pidana dengan 
syarat sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) dimana pdana dengan 
syarat merupakan salah satu pidana pokok yang dijatuhkan 
terhadap anak. 
Pidana pokok bagi Anak terdiri dari : 
a. Pidana peringatan; 
b. Pidana dengan syarat : 
1) Pembinaan diluar lembaga; 
2) Pelayanan masyarakat; atau 
3) Pengawasan. 
c. Pelatihan kerja; 
d. Pembinaan dalam lembaga; 
e. penjara  
Dalam Pasal 73 ayat (1)  UU SPPA dijelaskan bahwa “pidana 
dengan syarat dapat dijatuhi oleh Hakim dalam hal pidana penjara 
yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun” dimana dalam putusan 
90 
 
perkara ini terdakwa anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) 
tahun. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi 
selama menjalani pidana bersyarat yaitu syarat umum dan syarat 
khusus sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 73 ayat (3) 
yang menyatakan bahwa “syarat umum adalah Anak tidak akan 
melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana 
dengan syarat” dan Pasal 73 ayat (4) yang menyatakan bahwa 
“untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang 
ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan 
kebebasan anak”. Disamping itu, selama menjalani masa pidana 
dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan 
pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar 
anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan dan anak 
harus mengikuti wajib belajar selama 9 (sembilan) tahun sesuai 
dengan Pasal 73 ayat (7) dan ayat (8) UU SPPA. Jika selama 
pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan 
kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan 
yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa 
pembinaan yang belum dilaksanakan. 
Proses hukum tetap bisa dilakukan, namun harus 
mempertimbangkan hak-hak anak bahwa pemenjaraan adalah 
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langkah paling terakhir. Paradigma perlindungan bagi anak-anak 
seperti ini hendaknya bukan ‘balas dendam’ dengan cara 
‘kriminalisasi anak’ tapi harus ada aspek penjeraan dan edukatif 
agar kedepannya anak-anak tidak akan terjebak sebagai 
‘residivis’. Dalam konteks ini sebaiknya aparat penegak hukum 
tidak serta merta menggunakan KUHAP dalam beracara, tapi 
harus menggunakan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. Dari aspek pidana, jelas ini sebagai 
bentuk kejahatan. Namun dari aspek perlindungan hak anak, ini 
merupakan masalah sosial anak yang harus mendapat perhatian 
serius oleh semua pihak, dari semua orang tua, keluarga, 
masyarakat lebih-lebih pemerintah maupun negara. anak yang 
melakukan tindak pidana tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya 
karena terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya dimana anak 
adalah sebagai korban dari rekayasa orang dewasa. Dalam 
masalah narkotika, anak menjadi sasaran utama dimana 
keingintahuannya masih labil karenanya anak tergolong korban.  
 
  Secara umum, di dalam KUHP terdapat tiga rumusan 
pasal yeng mengatur sanksi terhadap anak, yaitu Pasal 45 yang 
mengatur tentang sanksi pidana terhadap anak. Pada Pasal 56 
yang mengatur tentang batas maksimal seorang anak dapat 
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dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. 
Pasal lainnya adalah Pasal 46 yang mengatur tentang aturan 
administrasi yang berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan 
hakim setelah memberi perintah, bahwa yang bersalah 
diserahkan kepaa pemerintah. Pasal lainnya adalah Pasal 47 
yang mengatur tentang pegurangan pidana dalam hal hakim 
akan menjatuhkan pidana kepada pelaku anak. 
  Berdasarkan deskripsi singkat tentang tiga Pasal dalam 
KUHP tersebut, dapat dikemukakan stelsel sanksi terhadap anak 
yang ada didalam KUHP pada intinya : (1) adanya kemungkinan 
putusan tanpa pemidanaan sekalipun kesalahan pelaku terbukti, 
(2) adanya keterlibatan lembaga dalam pelaksanaan keputusan, 
dan (3) adanya larangan penjatuhan pidana yang sangat berat 
kepada anak, khususnya bagi pidana mati dan seumur hidup. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka 
Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Majelis Hakim terhadap 
tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak dalam 
Putusan Perkara Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks telah 
tepat. Jaksa Penuntut umum menggunakan 2 (dua) dakwaan, 
yaitu: Primair Pasal 112 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika, an Subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a 
UU. RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diantara unsur-
unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum 
tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. No 35 tahun 2009 
tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur 
Pasal saling mencocoki. 
2. Pertimbangan Hukum oleh Majelis hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh 
Anak dalam putusan No 75/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks menurut 
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penulis kurang tepat,  terdakwa seharusnya dijatuhi pidana 
dengan syarat, dimana dalam Pasal 73 ayat (1)  UU SPPA 
dijelaskan bahwa “pidana dengan syarat dapat dijatuhi oleh Hakim 
dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) 
tahun” dalam putusan perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara 
selama 2 (dua) tahun. Dalam UU SPPA menjelaskan bahwa 
pidana penjara merupakan jalan terakhir dalam proses hukum. 
B. Saran 
1. Penggunaan sanksi pidana merupakan jaminan dan sekaligus 
ancaman bagi kebebasan manusia. Anak nakal yang terlibat 
dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika tetap perlu 
dianggap sebagai seorang anak yang tetap bebas untuk 
mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru sehingga 
pengenaan sanksi haruslah bersifat mendidik agar anak tersebut 
dapat kembali kemasyarakat sebagai manusia yang utuh tanpa 
stigmatisasi. 
2. Demi kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebagaimana teori 
tujuan hukum, Dalam memutus setiap perkara khususnya perkata 
Tindak Pidana Narkotika yang pelakunya anak, hakim dan jaksa 
harus mempertimbangkan dengan baik mengenai tindak pidana 
yang dilakukan oleh terdakwa khususnya anak nakal agar dalam 
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setiap putusan hakim dapat memperhatikan dan melihat sisi 
kepentingan terbaik anak.   
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